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Abstrak  

Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core 

business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan 

mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut 

dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat 

dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya 

terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan 

korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan 

mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta 

implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga 

keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga. 
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I. PENDAHULUAN 

Posisi bank dalam sistem keuangan  nasional sangat strategis, dalam hal ini 

sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Penulis 

mengibaratkan bank itu sebagai “jantungnya sistem keuangan nasional”. Bank 

sebagai satu satunya lembaga intermediasi yang memperoleh dana dengan bunga 

rendah langsung dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan melalui produk bank. Dalam sistem keuangan nasional dapat 

dipastikan bahwa semua lembaga keuangan membutuhkan bank karena bank 

merupakan satu-satunya lembaga intermediasi dalam sistem keuangan nasional. 

Hal ini sesuai dengan Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU 

Perbankan) alinea tiga menjelaskan bahwa: “Sektor Perbankan yang memiliki 

posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud.  
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Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan 

nasional yang bukan hanya menyangkut upaya penyehatan bank secara individual 

melainkan juga penyehatan perbankan secara menyeluruh. ”Lembaga perbankan 

mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda 

perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu 

berperan sebagai agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, 

dan tidak lagi menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

Kontribusi perbankan dalam pembangunan nasional ditegaskan dalam Pasal 4 UU 

Perbankan,yaitu:“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat” Pasal 4 

ini memberikan arah kepada perbankan nasional untuk mengutamakan 

pembangunan nasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebagai lembaga 

bisnis, bank tidak boleh merugi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU 

Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank. 

II. LITERATURE REVIEW 

Menurut Sri Edi Swasono, dalam konteks demokrasi ekonomi, dimana 

kepentingan masyarakat diutamakan, kedudukan masyarakat berada di atas 

kedudukan individu. Meskipun kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari 

orang seorang, namun kepentingan dan hak warga negara orang seorang dihargai 

dan dihormati dan tidak boleh diabaikan semena-mena. Kepentingan orang seorang 

warga negara harus dapat dirukunkan dengan kepentingan bersama di dalam suatu 

kekolektifan. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan orientasi substansinya bahwa 

kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan. 

Demokrasi ekonomi dimaknai sebagai persamaan hak dan kewajiban anggota 

masyarakat dalam kegiatan bank, artinya diperlakukan sama tanpa diskriminasi. 

Faktor penting yang membedakan adalah kemampuan untuk mewujudkan hak dan 

kewajiban tersebut. Prinsip kehati-hatian menurut Hukum Perbankan diartikan 

sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 

Bank Umum diatur bahwa mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku 

merupakan upaya yang bersifat preventif (ex-ante). 
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UU Perbankan sendiri kurang tegas dan kurang lengkap mengatur aspek-aspek 

sosial dari kegiatan atau usaha bank, namun lebih banyak mengatur profesionalisme 

pengurus bank atau pihak- pihak terafiliasi serta perlindungan terhadap nasabah 

kreditur. Aspek-aspek sosial yang dimaksud penulis adalah sejauh mana kegiatan 

usaha bank ini dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat ekonomi lemah, yang dalam terminologi ekonomi adalah pengusaha 

mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Dasar hukum aspek sosial 

kegiatan bank dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU Perbankan. Pasal 2 

mengatur tentang demokrasi ekonomi dalam kegiatan perbankan. Menurut Penulis 

pengertian demokrasi ekonomi di sini adalah persamaan hak dan kewajiban 

warganegara dalam kegiatan perbankan. Aspek yang membedakan adalah 

kemampuan untuk mewujudkan hak dan kewajiban tersebut. 

Dengan demikian, pihak perbankan berkewajiban untuk menyalurkan kredit 

kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro sepanjang mereka memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan perbankan (istilah perbankannya adalah bankable) . 

Bank dalam menyetujui permohonan kredit menurut Pasal 8 UU Perbankan harus 

mempunyai keyakinan bahwa calon nasabah debitur dapat mengembalikan 

angsuran pokok dan bunga kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. 

Keyakinan disini diperoleh setelah bank melakukan analisis yang mendalam 

terhadap kemampuan, kemauan dan itikad baik dari calon nasabah debitur. 

Kemampuan, kemauan dan itikad baik dari calon nasabah debitur ini dijabarkan 

dalam analisa 5 C, meliputi Capital (modal), Character (watak), Capacity 

(kemapuan mengembalikan pokok dan angsuran), Collateral (Agunan), dan 

Condition of economic (kondisi ekonomi usaha). Bagi pelaku usaha menengah 

kelima kategori tersebut tidak menjadi masalah, artinya dengan mudah dapat 

dipenuhi karena sebelumnya sudah pernah malang melintang menjadi pengusaha 

kecil. Bagi usaha kecil dan mikro, analisa lima C tersebut sangat berat karena 

mereka serba minim baik modal, kondisi sumber daya manusia, akses pasar maupun 

pengetahuan akuntansi minimal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. 

Dalam upaya pemerataan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah diperlukan partisipasi negara, dalam hal ini pemerintah, melalui 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan program. Pada saat ini, 

pemerintah telah mengatur aspek-aspek sosial usaha bank, misalnya: Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), Linkage Program, kredit Cinta 

Rakyat dan sebagainya. 
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III. RESEARCH QUESTIONS 

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan merupakan salah satu pilar manajemen 

masa depan bagi bank, artinya harus dilakukan oleh bank untuk menjamin 

keberlanjutan kegiatan bank tersebut sebagai korporasi. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini akan menjawab dan memberikan selusi terhadap permasalahan: 

1. Bagaimana validitas etika bisnis korporasi dijadikan landasan filosofi 

pertanggungjawaban sosial bank?  

2. Bagaimana integrasi pertanggungjawaban sosial bank dalam bidang 

lingkungan?  

3. Bagaimana perspektif partisipasi pemerintah dalam pengintegrasian aspek- 

aspek sosial dalam program-program kredit perbankan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan? 

  

IV. METHOD 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menguji 

suatu norma  berupa peraturan perundang-undangan dengan penguji peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang diuji berupa peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dengan UU, sedangkan 

pengujinya adalah UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dengan UU 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi hukum, yaitu menguji 

ketaatan asas dari peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Penelitian melalui tahapan inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, 

dan penelitian sistematika hukum. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier, yang membahas Hukum Perbankan atau yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum perbankan. Bahan hukum yang 

dipergunakan merupakan hasil penelitian kepustakaan di Perpustakaan umum 

Medan. 

Teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis, dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang akan 

diuji, mendeskripsikan asas-asas dari peraturan penguji, serta dilakukan analisis 

ketaatan asas. Analisis ketaatan asas dilakukan dengan mendeteksi apakah asas-

asas dari peraturan penguji dijabarkan dalam peraturan yang diuji atau tidak. 
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V. DISCUSSION 

1. Etika Bisnis Korporasi Sebagai Dasar Filosofi Pertanggungjawaban Sosial 

Bank 

Etika berasal dari bahasa Yunani, bentuk tunggal kata “etika” yaitu “éthos” 

sedangkan bentuk jamaknya ”ta etha”. Ethos mempunyai banyak arti: tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, 

perasaan, sikap, dan cara berfikir. Ta etha yaitu adat, kata ini identik dari kata 

“moral” dari bahasa latin “mos” (jamak mores) yang berarti cara hidup atau adat. 

Jadi kata etika dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena 

persetujuan sekelompok manusia. Etika dapat diartikan sebagai suatu sikap 

kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat 

peraturan-peraturan kesusilaan. 

Pusat kajian etika kebaikan moral ini terletak pada kegiatan hati (qalbu), nilai 

(value), jiwa (nafs) dan sikap (attitude). Menurut Krathwohl, Bloom dan Masia, 

disebut pembelajaran afektif, yang dimulai dari beberapa hal, antara lain 

penghargaan terhadap nilai seperti konsistensi perilaku sesuai dengan suatu nilai 

meskipun tidak ada pihak lain yang mengharuskan manusia melakukan hal tersebut 

dan perilaku yang konsisten dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang diyakini 

kedalam filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan sehingga manusia akan selalu 

menolak dan menghindari sifat yang dianggap buruk, serta menerima sifat yang 

baik. 

Manusia ditetapkan sebagai makhluk yang mulia, yaitu dengan dikaruniai akal dan 

hati nurani, secara kodrati manusia merupakan pusat tertinggi yang bersumber 

pada akal dan hati nuraninya. Selain itu pula merupakan sumber daya yang luar 

biasa dan manusia telah diberi kebebasan untuk mengeksplorasi potensi yang 

terkandung di dalamnya agar daya nalarnya dan kesadarannya untuk bertanggung 

jawab. 

Menurut Ronald J. Ebert and Ricky M. Grifin, etika bisnis adalah suatu istilah yang 

sering dipergunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau 

karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan 

loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan- keputusan perusahaan dan dalam 

memecahkan persoalan perusahaan karena semua keputusan perusahaan sangat 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder adalah semua individu atau 

kelompok yang berkepentingan atau berpengaruh terhadap perusahaan. 

Pentingnya etika bisnis dapat dilihat dari dua sisi: pertama, segi sosial supaya 

kepada semua orang berkompetisi di pasar. Kedua: segi moral dalam konteks pasar 

bebas etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan baik 

menurut moral. Secara lazim tuntutan moral dapat dirumuskan dengan cara positif 
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dan negatif. Secara positif kompetisi ini harus berjalan dengan fair dan secara 

negatif dalam kompetisi orang tidak boleh merugikan orang lain. 

Etika bisnis sebagai pemikiran moral, selalu berfikir tentang apa yang seharusnya 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika bisnis sebagai refleksi, 

menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang12. Perhatian etika bisnis 

seumur dengan bisnis itu sendiri, sejak manusia terjun dalam perniagaan, artinya 

harus selalu mempertimbangkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan, antara lain harus bersikap dan berkata secara jujur, terbuka, transparan, 

tidak boleh berbuat curang atau melakukan penipuan. Hal ini mempertegas bahwa 

memang manusia dikodrati hal-hal positif. 

Bisnis yang melibatkan semua profesional sebagai penggerak bisnis tersebut selalu 

berusaha memenuhi kebutuhan stakeholdernya, mereka diatur dengan serangkaian 

etika-etika, yang dikenal dengan etika profesi yang dimiliki oleh semua jenis 

profesi. Etika profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika Profesi 

memberikan semacam kriteria bagi para anggota kelompok profesi untuk 

membantu mempertahankan pandangan para anggota kelompok profesi terhadap 

prinsip profesional suatu profesi yang telah digariskan. Peraturan-peraturan 

mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan 

mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam 

melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik. 

Menurut Robert D. Kohn, etika profesi memberikan gambaran tentang 

kecenderungan umum profesi, yaitu: kode etik profesi atau organisasi dimaksudkan 

untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak 

jujur untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat; 

hubungan anggota profesi ada;ah sesuatu yang harus dianggap paling penting, 

sopan santun harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang 

lainnya dalam profesi yang sama; dan profesi yang memberikan pelayanan jasa 

kepada pelanggannya. Etika profesi penting dimana orang memandang penting 

tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dan pelayanan yang memang 

dibutuhkan oleh masyarakat umum. 

Etika profesi penting dalam suatu hubungan kerja, tetapi kebutuhan masyarakat 

umum memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hak-hak 

sebuah profesi, bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat 

diharapkan selalu dapat dilaksanakan16. Berdasarkan kutipan dari Eric Holmes, jika 

seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standart obyektif yang 

didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus terhadap pihak lain 

serupa terhadap dirinya, karena hukum berlaku timbal balik maka para pihak dalam 

perjanjian harus berlaku sama terhadap pihak lain seperti apa yang didapatkan atas 

dirinya. 
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Pada dasarnya kode etik profesi adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar 

serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula, dan apabila terlaksanan dengan 

baik dapat menciptakan rasa puas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Etika profesi 

bukan hal yang sulit karena merupakan kristalisasi dari hal-hal biasa yang dianggap 

baik menurut pensdapat umum serta didasarkan atas kepentingan para pihak, dan 

yang perlu juga untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa. 
Etika bisnis korporasi perbankan sangat penting karena: 

 

1. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi 

Diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya 

disebut UU Perbankan). Sebagai lembaga intermediasi, kegiatan bank meliputi: 

penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah penyimpan), menjadikan dana yang 

masuk sebagai produk perbanakan; dan menyalurkan produk tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan (nasabah debitur). Dengan demikian etika bisnis 

korporasi perbankan meliputi: penghimpunan dana, pengubahan menjadi produk 

bank; dan penyaluran kepada calon nasabah debitur 

2. Dana masyarakat 

Sebagai lembaga intermediasi, hampir keseluruhan dana yang disalurkan sebagian 

besar merupakan dana pihak lain, yaitu nasabah kreditur. Sebagai contoh, bank 

yang masuk kategori penilaian sehat mempunyai rasio kecukupan modal (Capital 

Adequate Ratio, disebut CAR) minimal pada angka 8, yang artinya bila bank 

tersebut menyalurkan dana untuk kredit Rp 100 miliar maka komposisinya: dana 

dari bank sendiri Rp 8 miliar dan dana masyarakat Rp 92 miliar. Atau perbandingan 

antara dana bank dan dana masyarakat: 1 : 12 dengan kata lain dana dari bank tidak 

seimbang jumlahnya dengan dana masyarakat. Dengan demikian apabila terjadi 

kredit bermasalah atau bahkan kredit macet maka yang akan dirugikan bukan hanya 

nasabah peminjam (nasabah debitur) saja, melainkan bank, nasabah kreditur, 

masyarakat luas dan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut 

profesi perbankan merupakan profesi dengan etika bisnis korporasi yang paling 

berat/ketat dari profesi yang lain karena efeknya bukan hanya bagi pihak-pihak 

yang terlibat yang dalam bisnis perbankan melainkan juga masyarakat luas dan 

ekonomi negara. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank terutama bank umum 

merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan 

kegiatan perekonomian dan perdagangan. 

 

3. Bank sebagai media Tindak Pidana Perbankan 
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Kejahatan yang menggunakan media perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: 

a. Tindak pidana perbankan: yaitu kejahatan yang diatur dalam undang-undang 

perbankan (UU Bank Indonesia, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perbankan, 

Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keaungan 

(POJK)), misalkan Tindak Pidana Rahasia Bank. 

b. Tindak pidana di bidang perbankan: yaitu kejahatan yang menyangkut bank 

tetapi tidak diatur dalam UU Perbankan, misalkan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (TPPU). 

Kedua macam tindak pidana tersebut medianya adalah perbankan, oleh karena 

itu bank sebagai korporasi pasti terlibat sebagai media. Dalam Hukum Perbankan, 

baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya bank sebagai lembaga maupun 

pengurus tidak dipersalahkan, bahkan berkewajiban melaporkan kepada PPATK 

(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini tidak adil karena pada 

satu sisi bank seolah-olah bank sebagai penyidik di lain pihak bank menikmati 

semua transaksi baik sah maupun tidak sah karena semua uang di bank pasti 

dipergunakan untuk kegiatan bank. Tidak tertutup kemungkinan bank memperoleh 

keuntungan besar dari dana tidak sah atau hasil kejahatan karena dapat memutar 

uang tersebut tanpa dikenakan bunga. 

Dalam kondisi seperti ini, etika bisnis korporasi dari bank menjadi sangat penting 

karena peluang untuk menguntungkan diri sendiri dari dana hasil kejahatan 

memang sangat terbuka. Peraturan sekarang ini memang sangat melindungi bank 

untuk memanfaatkan dana hasil kejahatan, namun di waktu mendatang andaikata 

ada perubahan pengaturan maka tindakan bank tersebut akan dibongkar pada masa 

mendatang. 

c. Persaingan internal dan eksternal dalam bisnis perbankan 

Menurut Pasal 5 UU Perbankan, jenis bank dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR). Tidak ada 

perbedaan yang mendasar antara keduanya karena pembedanya hanya skala usaha 

saja. Bank umum dirancang untuk penyaluran kredit dan kegiatan usaha untuk 

perusahaan besar (korporasi), sedangkan BPR dirancang untuk penyaluran kredit 

kepada usaha skala menengah, kecil dan mikro. Dengan adanya UU No. 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, jenis bank menjadi 4 (empat), yaitu: Bank Umum 

(konvensional); Bank Umum Syariah; Bank Perkreditan Rakyat (konvensional) dan 

Bank Pembiayaan Syariah. 

Potensi persaingan antar bank dapat terjadi baik secara eksternal maupun internal. 

Eksternal terjadi antara bank yang berbeda korporasi dan internal terjadi persaingan 

antar cabang dalam korporasi bank yang sama. Secara rinci persaingan yang tidak 
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berdasarkan etika bisnis korporasi adalah: 

 

1) Antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
Pembedaan skala usaha antara Bank Umum dengan BPR adalah Bank Umum 

membiayai korporasi, sedangkan BPR untuk membiayai usaha menengah, kecil dan 

mikro. Dalam praktiknya ternyata Bank Umum usahanya merambah ke usaha-

usaha skala menengah, kecil, bahkan mikro. Pemerintah ternyata mengeluarkan 

kebijakan pro rakyat melalui Bank Umum dan tidak melibatkan BPR, sebagai 

contoh: Bank Pelaksana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah Bank-Bank 

Pemerintah skala besar seperti Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, 

dan Bank BNI. Selain itu pelaksana Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah bank-bank 

skala besar baik bank pemerintah maupun bank swasta. Di Medan sendiri Kredit 

Cinta Rakyat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera 

Utara dengan pihak perbankan pun ditunjuk Bank Banten-Jabar (Bank BJB) 

sebagai bank pelaksana. 

Dari uraian tersebut etika bisnis korporasi tidak cukup diterapkan oleh pihak 

bank saja tetapi juga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Contoh-

contoh tersebut di atas membuktikan bahwa sengaja atau tidak sengaja, ternyata 

kebijakan Pemerintah yang memfasilitasi Bank Umum untuk melakukan usaha-

usaha yang seharusnya menjadi usaha- usaha BPR menjadikan BPR tidak berdaya 

menjalankan usaha dengan baik. 

  

VI. CONCLUSIONS 

Dalam kaitannya dengan konsep tanggung jawab perusahaan, Penulis setuju 

dengan pendapat John Humble bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan, 

dalam hal ini permasalahan lingkungan termasuk “tanggung jawab lingkungan 

luar” . Dari 7 (tujuh) tanggung jawab lingkungan luar yang harus diperhatikan 

manajemen perusahaan, 5 (lima) tanggung jawab berkaitan dengan masalah 

lingkungan, yaitu: 

1. Hubungan dengan masyarakat: dalam hal perusahaan menjaga, memproduktifkan 

dan kebersihan lingkungan, masyarakat akan mendukung keberadaan dan kegiatan 

perusahaan. 

2. Pencemaran: dalam hal pencemaran perusahaan akan diberi sanksi oleh 

bupati/walikota dan akan didemo oleh masyarakat serta berujung pada “class 

action” yaitu gugatan masyarakat untuk menuntut kerugian ke pengadilan negeri. 

3. Pengemasan: pengemasan yang membahayakan masyarakat akan merugikan 

masyarakat dalam jangka waktu lama, untuk masa depan berpotensi menimbulkan 
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tuntutan ke pengadilan. 

4. Hubungan dengan investasi: perusahaan yang produknya memperoleh sertifikasi 

“eco labeling” berpeluang melakukan kegiatan ekspor produknya. 

5. Hubungan dengan pemegang saham: “perusahaan hijau” yang didanai oleh “bank 

hijau” nilai sahamnya meningkat pesat dan tentunya akan menarik masyarakat 

untuk membeli saham perusahaan tersebut. 

Penulis setuju dengan pendapat John Humble, bahwa perkembangan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan memang sangat cepat sehingga tidak sempat dipantau 

perusahaan karena perusahaan sibuk dengan produksi dan penjualan produk. 

Dampaknya adalah perusahaan tidak merasa kalau bahaya sudah di depan mata, dan 

saknsi yang menyebabkan perusahaan bangkrut atau ditutup sudah terlambat untuk 

diantisipasi. 

Meruginya perusahaan karena masalah lingkungan berpengaruh terhadap 

pembayaran angsuran dan bunga kredit, dan apabila perusahaan tersebut tiba-tiba 

ditutup karena protes keras dari masyarakat maka perusahaan bisa berdalil tidak 

membayar angsuran kredit dan bunga karena alasan “over macht” atau “force 

majeour” atau keadaan yang memaksa yang menyebabkan salah satu pihak tidak 

dapat melaksanakan prestasinya. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena dalam 

Perjanjian Kredit terdapat kalusula bahwa salah satu penyebab berakhirnya 

perjanjian adalah karena adanya keadaan yang memaksa. 

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dan menyalurkan 

dana dari masyarakat merupakan dilema bagi bank untuk menyalurkan kredit 

kepada perusahaan besar yang mencemari lingkungan. Kalau bank ketat, nasabah 

besar akan meninggalkannya, kalau bank melonggarkan persyaratan maka resiko 

besar akan dihadapi bank. Dengan demikian memang benar apa yang ditegaskan 

John Humble bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan satu dari 

9 pilar manajemen masa depan, karenanya harus dirancang, dilaksanakan dan 

diaudit oleh top managemen. 

Dalam UU Perbankan, Pasal 4 tentang Tujuan Perbankan merupakan dasar hukum 

pokok pertanggungjawaban sosial perbankan sebagai perusahaan karena tujuan 

perbankan adalah untuk menunjang pembangunan nasional, kalau perbankan 

memberikan pinjaman kepada perusahaan- perusahaan perusak atau pencemaran 

lingkungan maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan. 

Pasal 2 UU Perbankan tentang demokrasi ekonomi mengisyaratkan bahwa bank 

sebagai salah satu pelaku bisnis mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga 

dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU Perbankan 

bahwa untuk disetujui permohonan kredit, bank harus menganalisis secara 

mendalam tentang modal, watak, kemampuan, agunan dan kondisi ekonomi. 

Lingkungan merupakan kondisi ekonomi yang harus diperhatikan karena 
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berpotensi menimbulkan resiko yang tidak terduga. Pasal 29 ayat (1) sampai (4) 

UU Perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak 

boleh melakukan kegiatan usaha yang merugikan bank, sedangkan membiayai 

perusahaan yang mencemari lingkungan atau merusak lingkungan merupakan 

kegiatan bank yang berpotensi besar merugikan bank. Pelanggaran terhadap 

penerapan prinsip kehati-hatian bank merupakan tindak pidana yang diancam 

pidana hukuman berat oleh Pasal 49 dan 50 UU Perbankan. Salah satu bukti 

tanggung jawab sosial Bank Indonesia dalam bidang pencegahan dan 

penanggulangan masalah-masalah lingkungan adalah dengan dikeluarkannya Surat 

Edaran Bank Indonesia terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengatur 

mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Debitur sebagai 

salah satu kriteria dalam penilaian prospek usaha, khususnya Debitur berskala besar 

yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana Penjelasan 

Pasal 8 UU Perbankan, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar 

dan atau beresiko tinggi. 

Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiyai dari 

aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL 

dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya 

perencanaan pengelolaan lingkugan yang memadai oleh Debitur sehingga tidak 

akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Debitur. Hal 

ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan 

Debitur untuk mengembalikan penyediaan dana. Selain itu, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.  
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Pemerintah justru menguntungkan bank-bank skala besar (Bank Umum) dan 

kurang berpihak kepada bank-bank skala kecil (Bank Perkreditan Rakyat). 

Pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu pilar manajemen masa depan 

disamping profitabilitas, pembaruan, kedudukan pasar, produktivitas, sumber-

sumber keuangan dan fisik, karya dan pengembangan manajer, dan karya dan sikap 

pekerja. Perusahaan yang kegiatan bisnisnya memperhatikan pertanggungjawaban 

sosial sebagai pusat pengelolaan perusahaannya adalah perusahaan yang sadar 

bahwa perusahaan itu dirancang untuk berlangsung pada masa depannya. 

Kedudukan Perbankan sebagai “jantungnya Sistem Keuangan Nasional”, 

mempunyai kesempatan yang luas untuk mengendalikan pencemaran atau 

perusakan lingkungan karena semua lembaga keuangan dan semua 

perusahaansumber dananya bergantung pada bank sebagai lembaga intermediasi. 

Bank dapat mensyaratkan pentaatan kepada peraturan lingkunganbagi perusahaan 

yang mengajukan permohonan kredit kepada bank. Bahaya bagi bank yang tidak 

memperhatikan pertanggungjawaban sosial adalah timbulnya resiko kebangkrutan 

atau tidak beroperasinya perusahaan yang menjadi nasabah bank sehingga tidak 

mam;pu lagi membayar angsuran dan bunga bank. Menurut John Humble, 

tanggung jawab pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan ada pada 

direksi, diaudit oleh komisaris dan dipertanggungjawabkan kepada pemilik 

perusahaan (Rapat Umum Pemegang saham). 

. 
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